
  

  

 

 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 
NOMOR 16 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN  
EMISI GAS RUMAH KACA  PROVINSI PAPUA BARAT 

 TAHUN 2013 – 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca, perlu menetapkan peraturan Gubernur Papua 

Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nation Frame Work Convention On Climate Changes 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3557); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 



  

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak 
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

018/PUU-I/2003; 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara 



  

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4490); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2010-2014; 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca; 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah 
Kaca Nasional; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 70); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 – 2016 

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 72); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2025  

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 73); 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 

DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI 
PAPUA BARAT TAHUN 2013 – 2020. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut 

Gubernur. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.   



  

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan 
Lembaga Lain Daerah. 

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di linglungan Pemerintah 

Provinsi Papua Barat. 

7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di Papua Barat. 

8. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya 
disingkat RAD-GRK adalah Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2020. 

9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang 

terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang 
menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. 

10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. 

11. Tingkat emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan. 

12. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau 

tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 
komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan 

variabilitas iklim ilmiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan. 

13. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi 

resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan 
emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. 

14. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan 

emisi GRK dan penyerapan GRK. 

15. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada 

penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang: 

a. Pertanian; 

b. Kehutanan dan lahan gambut; 

c. Energi dan transportasi; 

d. Industri; 

e. Pengelolaan limbah; 



  

f. Kegiatan pendukung lain. 

(2) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu: 

a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK 

Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai 
sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi 

wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah; 

b. Baseline BAU emisi GRK 

Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat 
emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan 
teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam 

kurun waktu yang disepakati (Tahun 2013-2020); 

c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa 

kegiatan inti maupun kegiatan pendukung mencakup hal-hal berikut : 

1. Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan 

2. Emisi GRK dari bidang/sub-bidang terpilih baik kegiatan yang 

3. sudah ada maupun kegiatan yang baru. 

4. Potensi pengurangan emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai 
tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang 

diusulkan. 

5. Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK 

untuk setiap aksi yang diusulkan. 

6. Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi. 

d. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasiterpilih; 

e. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang 
sudahdiidentifikasi, pengukuran dan pemantauan program kegiatan 
RADGRKdi daerah. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 3 

RAD-GRK merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah 
Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa 

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK pada 
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 yang berisi upaya-upaya penurunan 
emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, 

potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota). 
 

Pasal 4 

(1) Pencapaian target penurunan emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan 

mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang 
dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke 
dalamRKPD. 



  

(2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota 

untuk mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca. 
 

 

 

Pasal 5 

(1) RAD-GRK dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional. 

(2) Monitoring dan evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh masing-masing SKPD di Provinsi Papua Barat serta 
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Bappeda Provinsi Papua Barat. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bappeda Provinsi Papua Barat kepada 
Gubernur. 

(4) Tata cara monitoring dan evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

Dokumen RAD-GRK, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari: 

BAB I : Pendahuluan; 

BAB II : Profil Daerah dan Permasalahan Emisi GRK ; 

BAB III : Pembagian Urusan dan Ruang Lingkup; 

BAB IV : Analisis Emisi GRK Provinsi Papua Barat; 

BAB V : Strategi Implementasi RAD-GRK; 

BAB VI : Monitoring dan Evaluasi; 

BAB VII : Penutup. 

 
Pasal 7 

 

Pembiayaan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari 
APBN, APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Gubernur. 

 
 
 



  

Pasal 9 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat. 
 

 
Ditetapkan  di  Manokwari 
pada tanggal   17 Oktober  2013   

 
GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
CAP/TTD 

 

ABRAHAM O. ATURURI 
 

Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 17 Oktober 2013   
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI PAPUA BARAT, 

 

CAP/TTD 

ISHAK L. HALLATU 
 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 16 

 

 
Untuk salinan yang sah sesuai aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 
WAFIK WURYANTO 
Pembina Tk. I (IV/b) 

         NIP. 19570830 198203 1 005 

 


